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GUISII,RNUR I{USA TDIIGGAA.,!. t'IIitUR

PERAT'URAX GUBERNUR I{T'Sd. TENQGARA TIMI,IR

NOMCh: ]s: TAHUN 2OrB

TF]N'TANG

PL]DOMAN PENYUSUI\IAI'I, P JNBIAPAN DAN PENERAPAN ST,.\NDAR

Menirr'.bang : a.

PELAYI\NA.N PUBLIK LINGKUP PEMERI I'JTAH

PROVINSI }IUSA TENTJGARA TIMUR

DEI{GAIT NAXlt{.qt TU}IAI{ YANG MAHA ESA

GUBERNIIIH i''USA TEHGGAI{A TIIT{UR,

bahwa daiam riLngka memberikan kepastian, meningkatkan
kualitas dan kineda pelayanan yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat darr kernampuan perryelenggara
layarr an, mak.r periu clite tapkan suatu pedonrzrn sebagai
aauan dzrlarn menJnlsun, anenetapkan dan menerapkan
standar pellyanal bagi Satuan Kerja Pere,ngkat Daerah
(SI<PD) yar:g nrenyelengga.ra.kan pelayanan publik;

baliwa Cengair ditetapkanlrya Undang-Undr'ing N<.rrnor 25
Tahun 2009 ter:ta.ng Pelayanan Pr.tblik, Peraturan Pernerintah
Nomcr 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan lJndrrng Undang
Nornor 25 Tahr,rn 20C9 tentar)g Peiayanan Pui.llik dan
Peraturzrn Mentr:ri Penciayagunai:n Aparaturr I\ieg:r;'a d:ul
Reibrrnasi Bircrkrasi Republik Irrdonesia Noinor 3b Tahun
2012 tentang Petunjuk Te.,rnis Pern-yusunan, Penctilpeur dan
Penerapan Stan<lar Pelayanan, maka Peratl.:.rirn (iuberaur
Nusa Tenggai't,. Tirnur Iilomor 22 'lahun 2OCt9 tentallg
Pedornan Penyusunan Stand-ar Pelayanan l)r-rbhk Provinsi
Nusa Tengga;a'l-imur perlu ditinjau kembali;

bahwa be,rclasalkan pertimbangan sebagairrLana tlimaxsud
clalam huruf rL dan huruf b, perlu merctapkau Pcraturan
Gubernur tentr:rll g Pecjorrran Penyursunam Stanclilr Pi'layanan
Publik Lingltup P<:nrerintah Provinsi Nus:r Tenptgali: Tirnur;

Undang..Undarrrl Nomor 54 'faliun I958 tentan.q Penrbe ntukan
Dae rah-daerah '.|ingk:rt I tsali, Nusa Te n3gara ::izrrtrl rlan Nusa
Terr ggara'lirnu r: (Lernbaran Ne gara Republik L.rclrr n : s io.'lairun
1958 Nomor I 15, Tamlahan Lembaran N,: ,lara Republik
Incloncsia Noruor rc+Vl 

!.

Meng'irgat : I .

b.



1 Undang.Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara lRepublik Indonesia
Tah.tn 2OO4 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara
Republ.i< Indonesia Nomor 4437) sebagaiman:r telah diubah
brberapa kali terakhir aengtrl Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2CC|B tentang Perubah;m Kedua Ata,s Undang-Undang
Nr:nror 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lerrrbaran Negara Republik Iirdonesia Tahun 2OO8 Nomor 59,
'l'arnbahan k:mbaran Negara Republik Indoncsia Nomor
aSaa\
Undang-Undang Nomor 25 1'ahun 2O09 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112,'l'an:},ahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50381;
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2Ol2 tentang
Pelaksanaarr Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan l\rblik (Lembaran Negara Rr:publik Indonesia
Tahun 2012 Nornor 215, Tambahan Le ml.taran Negara

Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Menteri Penciayagunaan Aparatur Negara dan
Refcrrmasi Llirokrasi i\omor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Pen.yusurtan, Penetapart dan Peneritpirt-t Standar
Pelayanan;

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN CUBERNUR TENTAN }

3.

4.

5.

Menctapkan: I'EDOMAN .t

PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENDIIAPAN STANDAR

PELAYANAN PI]BLIK LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI

NI.]SA TENGGARA TIMUR.

BAB I

XETENTUAN UIUUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Paeal 1

Dalam Peratur rr Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
o.
4.

Daera.h adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
tiubernur adalah Gubernr.rr Nusa Tenggara Timur.
Pelayar,eur Publik adalah kegiatan akru rangkaian kegiatan dalam rangka
pe,rncn.rhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap \r'arga Negara dan penduduk atas barang, jasa
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan olt:h penl,elenggara
oelavanan oubtik. /.U
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5. standar Peiayanan publik adarah suatu torok ukur yang clipergunakan
sebagai pedoman penyer.enggaraan perayanan dan acuar pe,ilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiba.n daa .Ianji dari pcnyelcngara pelal,anan
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanar yan€; bcrl<ualitas, cepat,
mudah, te{angkau dan terukur.

6. Penyelenggara pelayanan publil: yang selanjutnya disebtrt
adalah setiap institusi, korporasi Can lembaga independen
setrata-rneta untuk kegiatan pelayanan publik.

7. organisasi penyelenggara pelayanan publik yang se'la.ju1r'rya disebut
Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelengliar..r pelayanan
pubiik yang berada di lingkungan pemerirrtah provinsi Nusa 

- 
'l.enggara

Tir,rur yang dibentr.rk untuk kegiatan pelayanan publik.
8. Kompolen standar pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-

unsur administrasi dr,rn manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan
proses p enyelenggara€ur pelayenan.

9. Dasar h -rr:um aclalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
penvelenggaraan pelayanan.

pt: nyelenggzrrz.
yang dibentuk

lain) yang harus
baik persyaratan

pelayanan yang

1O. Persy;rratan adalah syarat berupa dokumen atau hal
dipcnuhi dalam pengurusan sesuatu jenis pelayanan,
tekrtrs maupun administralif.

L 1. Sistem, nrekanisme, dan prosed.ur adalah tata ca-ra
dibakukan bagi pemheri dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

12. Jangka waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanarr.

13. Biaya/tarif ada-lah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam
mengurus dan/ atau nrcmperoleh pelayanan dari penyclenggara yang
bes:rraya ditetapkal berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan
masytrre-kat.

14. Produk pelayanan adalah yakni hasil pelayanan yang diberikan dan sesuai
dengan ketcntuan yang telah ditetapkan.

15. Sarana, prasarana dun/atau fasilitas adalah yakni peralatan clar. fasilitas
yang diperlukan Ca.tam penyelenggaraan pelayanan, termaslk peraiatan
dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rent.sn.

16. Kompetensi pelaksana adalah keman:puan yang harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi oengr:iahuan, keahlian, ketrampilan clan pengalaman.

17. Penga.rasan internal aCnlah siste:n pengendaliarl intern dan pengawasan
langsung yang dilakukan cleh pimpinan satuan kerju atau atasan langsung
pelaksana.

18. Penanganan pengaduan, saran, dan rnasukan adulah tata cara
pelaksanaan pen€rnganan pengaduan dan tinciak lanjut.

19. .jumla.l. pelaksana adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban
kerja, Informasi mengel:ai komposisi atau jumlah petugas yang
melaksanak:rn tugas sesuai pembagian dan uraian utgasnlu.

20. Jaminan pelayanan addat, rrremberikan kepastian pckryanan yang
dilaksanakan sesuai dengan Standar pelayanan.

21. Jaminan kearnanan dzrn keselamatan pelayanarr adalah konritmen untuk
memberikan rasa arnan, bebas lari bahaya, risiko, dan i,eragu-ragunn. .

22. Evaluasi kinerja pela.ksana adalah penilaian urrtul( menBctahrui seberapa
jauh pelaksanaan kcgiatan sesuai dengan standar pelayanan. /
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23. Satuan Ksrja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingk:rt SI'iPD adalah

Satuan Ke{a Perangkat Daerah yang ada di lingkungarr Pemerintah

Frovinsi Nusa Tenggara Tir::ur dan Badan La7'anan Umunr i)a'"mh'

21. Pembina Unit Pelayanan arOalah pinrpinan satuan kerja perangkat daerah

yang secaia struktural merupakan ata.san dari pirnpinan unit pcnyelengara

pelayanan.
25. Pelaksana pelayanan publik yang selanj utnya disebut pelaksana adalah

pejabat, pigawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja. di dalam

rrrgar,isasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau
ser€rngkaian tindakan pelayan an publik'

26. Masya'rakat adalah ""iutot 
pihak, ba:k warga negara rraupun penduduk

sebagai orang perseorang€Ln, kelompok, maupun badarr hukum yang

berkeduclukan sebaga.i penerima manfaat pelayanan purblik, baik secara

Langsung maupun tidak langsung.
27. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan

rincian kewajiban darr janji yang terdapat dalam Statrdar pelayanan'

28. Pihak Terkait adalah pihak yang dianggap l:ompeten dalam mcmberikan

raersuken terhadap penJrusunan Standar pelayanan.

Bagian Kedua

Ivlaksud dan T\rjuan

Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan bagi

penyeleltggara Ci lingkup Pemerinlah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam

menyusun Standar Pelayanan Publik.

(2) Tujuan dari Pcra-tura.n Gubernur ini adalah tersusunnya standar
pelayanan publik pada penyelenggara pelayanan di lingkup pemerintah

provinsi yang sesuai dengem harapan ma..,yarake.t dan sclartrs dengan

kemampuan penyelenggai:a'

Bagian Ketiga

Pnnsip Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan

Pasal 3

Penyusunan, Penetapan dan Penerapan staadar pelal'anan harus
memgre:hatikan dan mencrapkan prinsip-prinsip standar pelayanan.

Prinsip-prinsip penyusunan, Penetapan dan Penerapan standar pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Konsensus artinya starndar pelayanan yang ditetapkern nrerupakan
komitm.en dan hasil kesepakatan bersama antara pimpintrn dar-r staf
unit pelayanan Cengan ;nernperhatikan sr.,nggr-rh-sungguh
kepentingan/ kebutuhan masyarakat/ pihak terkait serta mengacu
pada norma atau peraturan yang telah ada.

b. Sede;hana artinya Standar Pelatranan yang mudah dimengerti, mudah
diikuti, rnudah Cilaksanakan, mrrdah diukur dengan prosedur yang
jelas dan biaya terjaagkau bagi rnasyarakat maupun [len5 clengga.ra. /t'

(1)

(2)



c. Konsistensi, dalarn penlrrsunan dalr penerapan sta n<itir pelayana n
harus memperhatikan ke;etapan dalam mentaati waklu, prosedur
persyaratarr, dan penetapan biaya pelayanan yang ter-jangkau.

d. Paltisipatif artir:ya Penyusunan Standar pelayanan detrgal' melibatkan
masyarakat dan pihak terkait untuk memba ras brrrsama dan
mendapt tkan ke.selarasan atas dasar komitme n ataLr hasil
kesepakatan.

e. Akuntabel artinya Hal-hal yang diatur dalam standar peic,1'anan harus
dapat dilaksanakan dan di.pertanggungiawabkan secara konsisten
kepada pihak yang berkepentingan.

f. Be- kesinambungan artinya Standar pelayanan harus dapat berlaku
sesuri perkenrbangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas
pelayanan.

g. tt"nspat"nsi artinya standar pelayanarr hams dapat dengan mudah
diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.

h. Keatiilan artinya Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan

i,ang diberikan dapat menjangkau semua rnasyarakat yang berbeda
.status ekonomi; jar-ak lokasi gecgrafis dan perbedaan kapabilitas frsik
dan mental.

Bagian Ker:mpat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi :

a. penyusunan stanclar pelayanan pubiik;
b. penetapan stnndar pelayanan publik;
c. penerapan standar pelairanan publik; dan

d. pembinaan dan penga'wasan.

Ba.gian Kelima

Komponeu Standar Pelayarr an

Pasal 5

(1) Komponen standar pelayanan meliputi :

a. dasar hukttm;
b. persya!-atan;
c. sislerr,, rnekanisrce, dan prosedur;
d. j angk:r waktu Penl'slesaian;
e. biaya/tarif;
f. produl: peiayattan;
g. sarana, prasarana dtrn/atau fasilitas;
h. kcmpetcnsi pelaksana;
i. pengawasan internal;
j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
k. jumlah pelaksana;
l. j:.minan pelayanan;
m. .iaminan keama.nan dan keselamatan pelayanan; dan
n. evaluasi kir:erja. pc:,rksana. /l/



(2)

(3)

(41

Dalam penyrsunan; penetapan dan penerapan standtir pelayanan untuk
setiap jenis pela1r6111;,1.n sekurang-kurangnya meliputi 1-1 (empat belas)
kontponen tersebut.
Sesuai dengan karakteristik pa.da jellis ata u penycleng{lilraan pelayanan
tcrtentu, rrraka dirnungkinkal untuk menambah atau melengkapi
kornpcnen lain Calam pengernbangan standar pelayzrr.an.
Penyusunan komponen standar pelayanan perlu memperlratikan peraturan
perundangan lain .yang terkait dengan pen).1)sunan standar pelayanan
seperti Standar Pclayanan lvlinima,i (SPM), Standnr 'l'eknis Sektoral,
Standard Operating Procedures (SOP) dan Nornra, Standnr, Prosedur, dan
Kriteria (NSPK).

Bagia.n Keenam

Tim Penyusun Standar Peiayanan

Pasal 6

(1) Rarrcangan Standar Pelayanan disiapkan dan disusun oleh'lim Penl'usun.
(2) 'tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dite tapkan der.San

Keputusan Kepala Peny'elenggara Pelayanan yang terd.iri dari unsur-unsur
per:yelenggara, instalsi terkait dan bila diperlukan melibatkan tenaga ah1i.

(3) Stn&tur keanggotaan Tim Penyusun sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang
yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggola.

(4) Keauggotaan Tini Penl'usun terdiri dari Kepala Sa.tuan Penyelcngg. ra,
Pclaksana yang rnembidangi jenis pelayanan termasrtk nenvakilan dt- ri
petugas yang berhubungan langsung dengan peng{l lna jasa layanan (/rorrl
tine4.

Pasal 7

'lugas tim seb.rgaimana dimaksud daiam Pasal 6 adalah:
a" mengidentifikasi kapasitas dan karakteristik pen6;elolaan unit pelaksana

pelay anan (UPP) serta hal-hal yang terkait dengan komponen Standar
pelayanan pada masing-masing jenis peiayanan;

b. menyusun rarcangan standar pelayanan setiap jenis pelayanan;
c. rncmbahas rancangan standar pelayanan bersaina dengan unsur

perwal:ilarr masyartlkat dan pihak terkait;
d. menrpublikasikan rancangan standar pelayanan yar-rg telah disepakati

kepada m.asyarakat umum, dan menyempurnakan rancangan standar
peiayanan bilamanzt terdapat masukan dari publik, cl.isiapkan untuk
kerrrudian ditetapkan oleh Perryclenggara;

e. menyiapkan konsep Maldurnat Pelayanan urltuK ditetapkan oletr
Penvelenggara;

f. memputrlikasikarr Maklurnat Pelayanan; dan
g. rnenyiaLrkan , mekariisme monitoing dan evaluasi penerapan standar'

pelayanan. I
,



BA"B II
PETTUSUNAI{I STANDAR PELAYANAII PU]BLIK

Bagian f.esatr'r

Penf iapan Rancangan Standar Pelayanan

Pasal 8

Pcnyusunan standar pelayanan dimulai dengan :

a. perryiapan R-ancangan Standar Pelayanan oleh tinr pcnyrrsun standar

pelayanan;
b. identifrkasi kondisi penyelenggaraan pelal'anan meliputi :

1. tugas, fungsi, kewenangan, dan dasar hukum kelembagaan;
2. jeni' pelayanan, prorluk pelal'anan, masyarakat, dan pihak terkait;
3. mekanisme dan prosedur, persyaratarl, biaya, dan u'aktu;
4. sarai.a prasarana dan rurggaran;
5. .1umlah dan kornPetensi SDIvI;
6. peng,awasan internal:
7. peuanganan pengadrran, saran, dan masukan;
8. sistem jarr.inan pelayalan dan jaminan keamanan, dan
9. aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar pelayanan

c. ioentitikasi kondisi penyelen6gara pelayanan saat ini atau ]'ang sedang
berjalan adalah untuk mengenali, mendata dan menyetahui sej auh mana
kondisi atau kapasitas/kemampua.n dari unsur-unsur organisasi dan/atau
fungsi r,ranajernelr yang terkait dengan stanclar pelaynntt r-t yang akan
disusun;

d. penymsunan materi rlari setiap komponerr standar pela.yan'rn .

e. perumusao standar petayanan.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Standal Pelayanan

Pasal 9

Penyusunan materi standal pelayanan sebagaimala dimaksrld dalam Pasa.l 8
huruf d, didasarkan pada :

a. hasil identifikasi dan analisis dari kondir;i riil mengenai unsur dan fungsi
manajemen;

b. kernampuan sumber oaya penyelenggara kedepan; dan
c. mernperhatikan perkernbangan teknologi dan luntutarl kebutuhan

pelayanan bagi masyarakat.

Pasal 1O

(1) Perumusan stantlar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf
e dilakukan dcngan meraperhatikan minimal 14 (empat belas) komponen
standar peiayanan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(2) Hasii analisis dan penyusunan terhadap masing'masing komponen standar
pelayanan selanjutnya. akan di tuangkan dalam satu lormat rancangan
standar pclayanan untuk masing-masing jenis pela yanan. Apabila pa.la
turit/satxer pelal,anarr, yang bertugas menyelenpgarakan pelayanan
mencakup beberapa jenis pclayanan dan bila tcrdapat komponen standar
pelayanan yang sarna, n:.alra format pen5rusunan komponen dapat
dipadukan dan bagian komponen yang tidak sama, llanrs tetap cliurai kan
dan di cautumkan dalam fcrrm.et standar pelayanan. /

L/



Pasal 11

Untuk memudahkan proses identifikasi Penyclenlgararan Pelayanair
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan dalam Pasal 10 huruf g dan

huruf n, digunakan. Len:bar Kerja 1 - 9 sebagaimalla lercantum c'alar^r

Lampiran i dan menrpakan bagian yang tidak rerpisahkan dari Peratr ran

Gubcrnur iIri.

Bagiar, Kedua

Pembentukan Forum Pembah asan

BAB III
PEIIDTAPAT{ STANDAR PELAYANAN

Bagian I(esatu

.(eikutsertaan Masyarakat Dalam Pembahasan standar Pelayanan

Pasar. 12

(1) Dalam pen5rusunan dan penebapan standar pelayanan penyelenggara

berkewajiban mengikutsertakan rrlasyarakat dan pihak -pihak terkait dalam

forumpembahasanrancanga:rstandarpelayananyarrgtelahdibuatolelr
Tim.

(2) Forum pembahar:an rancangan standar pelayanan paling sedikit dilakukan

2 (dua) kali dan daiam 2 (dua) tahapan yakni:

a. tahapan pembahasan rancangall dan penetapan standar pelayanan; dan

b- tahapan PenJrusurran maklumat pelayanan'

(3) Keikutsertaan masyarakat sebagaimana dirr^aksud pada ayat (1) sekaligus

untuk men5'eiaraskan kebutrrhan masyarakat dcngan kemampuan

penyelenggara PelaYanan'

(4) pe.entuan unsur masyarakat sebagaimana dimaksr-rd pada ayat (3) harus

rnemenuhi k'iteria sebagai berikut
a. harus dapat mewakili atau mencerminkan keten^zal<ilan kepentingan

' unsur masyarakat sesuai keterkaitan jenis pelayanan;

b. harus dapat mewakill baik dali kelompok masyarakat maupun dari wakil

asosiasi/ l:orPorasi/ badan usaha;

c. memiiiki kepeduiian terhadap jenis pelayanan yallg bersangkutan dalam

arLi bahwa yang bersangkutatt pernah men<lengzrr' rnengetahui ata':

merasakan langsung PelaYanan;

d. memiliki t omp"tet'si, keahlian atau pengetahuan sesuai dengan '1enrs

pelaYanarr Yang bersangkutan; dan

e. dapat mengedepank"'i rnt'"uu*^'ah' mufakat dalam pembahasan dan

pengambilan kePutusan' dan kriteria lainnya scsuai kondisi jenis

pelayanan atau kebutuhan karakteristik pada instansi/unit pelayanan

yang bersangkutan'

Pasd 13

(1)Pirrpinan fenyelenggara meiletapkan Forum

Pelayanan. /
L/
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(2) Forum Pc:mbahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tcrdiri
rnasyerrakat 5'ang ditentr,rkan oieh peir j'elenggara sebagaimana
dalam Persal 72 pada ayat (4).

(3) Forum Pembahasan Stand.ar Pelayanan sebagaimana dimal<sud
(2) berjumlah paling se-dikit 5 (lirna) orang.

da;:i unsur
dirnaksud

pada ayat

Bagian Ketiga

Pembahasan Standar PelaYanan

Pasal 14

(1) Pembahasan Standar Pelayanan dilakukan oleh 'l'im Penyusun Standar
Pelayanan sebagaimar-ra. di:naksud dalam Pasal 6 ayat (1) bersama dengan

Forum Pembahasan Sl-andar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ta

(2) Pcmbahasan Standar Pelayaaan sebagaimana dinraksud pada ayat (1)

ciilakukan secara musyalrarah mufakat dan paling banyak d:rlam 3 (tiga) kali
pcrtemuan sudah harus mencapai kescpakatan antar.r tcnaga pelayanart

dengan pihak terkait.

(3) Hasil pernbahasan rancangarr statrdar pelayrrna: , ltaru -'; dibuat atau
dituangkan ddam Beita- Acara Penyusunan Stantl tr pe)ayanaIr, clencan

ditampiri daftar hadir peserta rapat, sebagai bui<ti teiah cliiakukan clisklsi
derrgan mengikutserlakan masyzrrakat.

(4) lletode pembahasan rancangan dapat memilih srrlah srrtu da-'i metode
berikut:

a. rapat bersama;
b. pcus group disLussion (FGD);
c. public hearing.

Bagian Keempat

Psnetapan Staudar Pelayanan

Pasal 15

Langkah{angkah penr:tapan standar pelayanan sebagai berikut :

a. 'iim Penyusur: Stand,:r Pclayanan m.enyiapkan kons(3p Keputusan Pimpinan
Fenyelenggara tentang lrenetaparl Standar Pelaya.nan, dan dilampirkan
rancangan standar pr:iaYan arr yang telah disepakati:

b. Standar Pelayanan yz,.Lrg telah diMsilkan melalui proses pembahasan yang
dilJrukan secara mur,? awarah dan mrrfakat anta-ra Tim Penyusun Standar
Pelayanan darr FoI'rt:n Pembahasan Standar Pelayanan ditetapkan oleh
penyelenggara menjadi standar pclayarran dengan Keplltusan Pimpinan
Penyelenggara Pelayanan;

c. Keputusan Pimpinan penyelenggara pelayanan sebagaimzrna dimaksud pada
hurui b, disahkan olc'lr pejabat ditrtasrtya yang bertangg,rng jawab dalam
lingkup penrbir:aanuya. f

L,



b.

c.

Pasal 16

Penetaparr standar Pelayanan sebagaimana dimaksu<.I dalzim pa, sal 15 huru. b
perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Pengemasan dan Penyajian Standar Pelayanan benrpa hasil analisis
komponen-komponen standar pelayanan dituangkan dalarn satu format
standar pelayanan yang memuat iuformasi yang terl<ait iarrgsung dengan
penye lenggaraan peiayanan dan yang dapat Ciukur;
Forrnat Standar Pelayanan seba.gaimana dimaksud pada hr-:ruf a berupa
lembaian kerja 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Rancar gan Standar Pelayanan yang telah dibahas, dipublikasikan oleh
penyelc n3gara kepada masyarakat paliug lama 5 (lima) hari kerja sejak
ditandatangani Berita Acara Pcmbahasan Standar Pelayanan untuk
mendapatkan tanggapan atau masukar. dari masyarakat.
.\pabila tanggapan atau masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam huruf c dapar diterima sebagai perbaikan, maka rancangan standar
pelayanan harus diperbaiki oleh penyelenggara.

Bagian Kelima

Maklumat Pelayanan

Pasal 17

(1)Sebelum menerapkan standar pelayanan, penyeienggara berkewajiban
menetapkan Maklumat Pelayanan.

(2) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnerupakan :

a. perr:yata'ar:. janji dan kesanggupan dari Penyclen ggara Layanan untuk
melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanar yang telah
ditetapkan secara konsisten;

t'. pemyataan k-esediaan dari Pcnyelenggara Layanan untuk menerima
sanksi apabila memberikan pelayanan rjdak sesuai Standar pelayanan.

(3) Maklumat Pelayanan yang telah disrrsun wajib oipublil<asil<an secara luas,
jelas, dan terbuka kepada masyarakat, melalui berbagai mcdia yang rnudah
diakses oleh masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari kerja seteiah
ditetapkannya Standar Pelayanan.

(4) Format Maklumat Pelayanan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3),
ter:antum dalam Lampiran II dan merupakan bagiiln yang tidak
terpisah.kan dari Perattrran Gubernur ini.

BAB IV
PEIIER'JAN ATAI{DAR PEIIIYAITAN

Bagian Kesatu
Sosialisasi dan Intemalisasi

Pasal 16

(1) Penyelenggara trerkewaji beu: melakukan Sosiaiisasi Standar pelayanan
untuk membangun perr.ahaman dan penyarnaan persepsl. sekaligus
memberikan informasi yarrg sejelas-jelasnya kepada mas.,,arakat. /

L-.
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(2) Sosialisasi sebagaimana dirnaksud pada ayat 1 d,rpat dilakukan melalui

berbagai media seperti pemua*-an c1alam majeilah o::garnisasi, pengumumarl

da.lam rapat fornral, pztpan w4gumurnan, surat kabar, rarlio, televisi lokal

dan lain-iain.

Pasal 19

Standar Pelayanan yang telah ciitefapkan harus dilakukarr intemalisasi di

dalam instansi penyedia pelayanan untuk membelikan pemahaman dan

penguasaan yang cukup kepada seluruh jajaran orgnnisasi sehingga

memudahkan dalam peneraPanllya.

Ragian Kedrra

Pcnynrsunan dan Pelaksanaan Rencana Al<si

Pasal 2O

[1) Sebeluni menerapkan standar Pelayanan, penyeJenggara berkewajiban

mcnJrusun rlan melaksanakan Rencana Aksi.

(2) Rencanr:. Aksi sebagaimana dimaksuci pada ayat ( 1) rncncakup kegiatan

sebagai berikut: "

a. peiatihan ba5;i Peluksa'.'a;
b.pr:ngangkatan, pengisian, penyesuaian pelaksana;

c. pengadaan dan penataan sarana dan prasarana;

d.penyesuaian Keputus'an atau Pera[uran terkait bizrYa tlatr prosedur;

e. pen.vesuaian tugas Pelaksarla;
f. peny esue.ian kebuiuhan anggaran; dan
g. lain-lain sesuar kebutuhan.

(3) Uotuk penyusunan !:encalla aksi dapat digunakan Fc.,rtn:tt Rencana Aksi

sel,agaimana teicanrum dalarn Lampiran III dan merupakan bagian yang

ticla,k terpisahkan dari Pera ran Gubernur irti.

Bagian Ketiga

Monitoring dan Evaluasi

Paragraf 1

Morritoring

Pasal 21

pimpinan Penyelenggara berkewajiban melakukan monitoring atas penerapar-I

Standar Pelayanan.

Pasal 22

(1) Untrrk kepentingan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,

harus nrenentuk'.rn:
a. komponen/ aspek/variabel/indikator yanS akan climonitorl
b. metode/teknik y,ug diperkai untuk mengurnpulkan dat.t'; I

l/



i. Frekuensi monitol ing;
d. Kapan dan kepada siapa hasil monitoring di laporl<rur.

(2) I{asil monitoring digunakan sebagai dasar LlnLLlk pL.r'er-}cit uaan . an
pengambilan keputrrsan demi perbaikan standar pekqyanirn 1iublil:.

(3) Untuk melakukan monitoring sebe-gaimana dimaksud dirlam Pasal 2O pada
ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu inonitoring
dengan [brmat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan menrpi kan
bagia.n yang tidak te;pisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

Ii,lonitoring Pcnerapan Standar Pelayanan dilakukan ser:ara berl<ala 1 (satu) kalt
dalam scLahuu sctiap akhir tahun anggaran.

?arag;af 2

Evaluasi

Pasa! 24

(1) penyelenggara berkewajiban melakukan evaluasi penyelenggaraan Standar

Pelayanan secara. berkala 1 (satu) kali dalam setahun setiap akhir tahun
anggaran.

(2) Evaluasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap

substansi dan proses penerapannya.

Pasal 25

(i ) Dari sisi substansi, evaluasi dilakukan melalui pertalryaan- pertanyaan

sebagai ber-ikut :

a. sejauhmana stanCar pelayarran yang diterapi<an dapat mendorong
peningkatan kinerja individ'ral, unit kerja dan organisa^si secara

keseluruhan.
b. se.iauhmana standar pclayanan yang dite:apkan mampu dipahami dan

dilaksanakan deri;,an baik oleh para pelaksana.

c. sejauhmana setia r ora.ng yang diberi tr-rgas melaksanakan peiayanan

tcrtentu sudah ma.rrrpu melaksanakannya dengan baik.
d.sejauhnrana diperlukan penyempurnaan terharlap standar pelayanan

yal;,g telah aiterapkan atau bahkan sejauh metna Cipcrlukan standar
pelayanan yang baru.

e. sejauhmana. stanCar pelayanan y:rng diterapkan marnpu mengatasi
berbagai rnasalah J/ang akan clipecahkan melzLltti oenerapan standar
pclayanan"

f. sejauhmana stanr:lar pelayanan yang diterapkan marnpu menjawab
tarrtangan perubahii.rl lingkungarr organisasi.

g. sejauhmana stand, . pelayanan yang diteraplian tlapat berjalan secara
sinergis saiu dengan ynng lainnya.

h. sejauhmana standa.r pelayanan yang diterapkan dapat memuaskan
masyarakat berdasarkan hasil sutvey kepuasan m,lsyarakat. /

/.



(2) Dari sisi proses perr,:retpan, evaluasi dilakukan meleilui pertanyaan-
pertanyaarl sebagai berikut- :

a. sejauhmana strategi penerapan yang telah dilakukan berhasil

meirdoroug penerapan standar pelayanan secara benar.

b. sejauhmana tingktrt penerimaan para pelaksana terhadap standar

pelayanan yang telah diterapkan.
c. sejauhmana pa,ia pelaksana mampu bekerja seca|a efel:tif, trlulai dari

proses petterapan standar pelayanan sampai pada proses rnonitoring'

d. sejar.rhmana mel<anisme superrisi mampu berjalan dcngan baik'

e.sejauhmana pelatihe,n-pelatiha'n diberikan kepada para pelaksana

secara benar sehingga mampu memperlancar proses penerapan'

f.sejauhmanaresikrrakibatperubahanstarrdarpela}'anarldapatditangani
dcngan baik.

Bagian KeemPat

Duktrngan Kebijakan

Posal 26

(1) Penyusunan dan perrerapan standar pelayanar r pada or-ganisasi

penyelenggarr" p"luyu''o" pttblik "'"*"rlukan 
clukungan kcbijakan tersendiri

dari pihak-1:ihak- yang merniliki otoritas vang lebih luas cl"riattr pengambil-rn

kePutusan'

(2) Dukungan kebijakan sebagaimana dimaksuo pada ayrit {1) ctapal- berupa

ketentuan yang secara jclas memberikan acuan terhad;Ll r:

a. pen]ruslrnan standar pelayanar:;

b. pelaksana an rencarla aksi unruk tercapainya standar pelaT'anan;

c. Penrt'entukan Tiln SPP;

d. ketersediaan angg;a.,r bagi penyerenggara pelayanan untuk menjrusun

dan menerapkan standar peieryanan;

e. kom-L"nen "tt'n 
*t*tiiuk"" sumber daya yang diperlukan dalam

melalisanakan rencana aksi'

BAB V

PENfi I'IN.AAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Gubernrlr melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan Standar

Prl"yurru, di Provinsi Nusa Tenggara Titnur'

Pembinaan dan pengal\rasan sebagairnana climT*sud pada a-vat (1)

dilakukan sesuai peraturan perrrndan *'undanZan' 
S

(1)

r.2)



BAB VI
PEUBIAYAAT

pasal 2g
Biaya Penyusunan, penetapan dan penerapan standar perayanan di lingkungq4SKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur dibebankan tepaaa *,i"p SXpOPenyelenggara melalui Dokumen pelaksanaan Anggaran sKpD masing-masing.

BAB VII
XETEITTUAJT PEIYUTI'P

ptsaf 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini m,rai berlaku, peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 22 Tafuin 2oo9 tentang pedoman penyusunan Standar
Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2oo9 Nomor o3z seri E Nomor o27) dicabut dan
dinyatalan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal gA A6vgyrDag 2013

/ sprnsrenr
L NUSATT Tr""'.' T

AERAH PROVINSI

FRAIVSISKI'S AALEU

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR

pada tanggal AX dsvqvlEaF- 2013

q GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, !
I .L /



Le:nbar KerJa - 't'
Sarnna tr)rrnsarana. dan .,,1, nggilran

(PenunJa ng Penyelenggaraan Pelayananf

tJnitlSatker Pelayanan : ..

s"r"ri.
No.

Prodrrk
Felayanart

Prasatana
Pela

t<*Fr ..ngirn diisi penjelasau kot-Lclisi sara111e1 prasarilnA'

i.r 1l ggill r11l p e la\-allall . Cltrn s eb i1ga111i:e'1"

Lembar KerJa - 5
.Iurnlah dan KomPetensi SDM

Unit/ Satker PeierYanan

*) Kt:rior:t
SLlIIIT)E1

Produ.k
Pelayanan

i) kolor:r ketr,:rir.ugiru cliisi
SD\i o1r1-r l:,-'lleraPa ienis

peqielrrsan kemungkinan penggalllaall
atau produk Pelavanan.

Kualifikasi
SDM yang
tersedia

Unit / Satker Pclalranan

Lemhar Kerja - 6
Pengawasan Internal

N

b

Keterangan*)

Jumiah SDM Keterangan*1

Status / Eentuk
Organisasi

Prosedur
Dukungan

SDM
Sarana Keterangan

t_

A nggaran

No.



Lembar KerJa - Z
Penanganan Pengaduan, Saran dan Maeukan

Unit/Satker Pelayanan : ......

Lembar KerJa - I
Daftar Inventarls Kebutuhan sarana dan prasarana

(PenunJang Penyelenggara pelayananf

Unit/Satkcr Pelavanan : ..

Sarana dan
Prasarana

Kondisi/Ukuran
/ luas/Jumlah

F'rir sar,ltta
ll

^) Keter;rrrgiltl : milil< seucliri. serva dan lain-lirin.

\

Jenis
Penanganan

Benfuk
Organisasi

Pengacluan

Slir':tn rlttrt
I\,lirsr-rl:rrn

Spesifikasi/
T ype / seri/

Tahun
Keterangan*)

No. Prosedur Tindnk
Lanjut

Dukungan
SDM Sarar a

i

,2

Sarana



Lemlrar Kerja - 9
Evaluasi Klnerja Pelaksana

:. Unit/SatkerI'elavanan'

NO.
Komponen
Penilaian

Kinerja
Pelaksana Penyebab

Tiriak
Sesrrai

Aliernatif
Solusi Keterangan

Sesuai
Tidak
Sesuai

1 Dasat Hukum

, Persyaratan

o
Sistenr,
nrekanisme
dan prosectur

4
Jangka tvaktu
penyelesai,an

b Biayaltarif

6
Produk
Pelayanan

I

7

Sarana,
Prasarana,
dan/atau
fasilitas

8
Konrpeterrsi
pe!aksana.

9
Pengarvasan
in'ternal

10

Penanganan
pengaduan,
Saran dan
Masukan

11
Jumlah
Pelaksana

12
Jarninan
Pelayanan

13
Janrinan
Keamanan

L4
Evaluasi
Kinetja
Pelaksana

u[/



Lenbar KerJa - lO
Standar Pelayanaa

Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayanan

No. Komponen Uraian
1 Dasar Hukum
2 Persyaratan
2 Sistem, mekanisme dan prosedur
4 Jangka waktu penyelesaian
5 Biayaltarif
6 Produk Pelayanan
7 Sarana, prasarana, dan/atau

fasilitas
8 Kompetensi pelaksana
9 Pengawasan internal
10 Penanganan pengaduan, Saran

dan Masukan
11 Jumlah Pelaksala
t2 Jaminan Pelayanan
13 Jaminan Keamanan
l4 Evaluasi Kinerja Pelaksana
15

MUR,ItRA

\,



IIItrPIRAN II : PERATURAII cUBERtrUR ITUSA TEN(XIARA TTUUR
I|OUOR : TAHUN 2013
TAIT(X}AL:

FORMAT MAKLUMAT PELAYANAN

TGUBERNUR 
NUSA TENGGARA TIMUR, /&

/"*"" L,,B'R l

t,

*o*rlf,fiifHffi^*o*
"DENGAN 

'*', 
*** SANGGUP

MEI,IYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK

MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

Kupang,
Pimpinan Penyelenggara Pelayanan



LITMPIRAN III : PERATURAN GUBERITUR I{USA TENGGARA TIMUR
NOMOR :
TANGGAL:

TAHUN 2013

FORMAT RENCANA AKSI

Lembar Kerja - 11
Foraat Rencana Aksi

Nama Unit Pelayanan :

HO. RENCA].IA KEGIATAI{
RE'ICANA WAKTU PELAXSANAAN

KET,

JAx FEB MAR APR xtI ]UN lUt AGS SF orr NOP DES

l. Pelatihan bagi
pelaksana;

Pengangkatan,
pengisian,

Penl'esualan
pelaksaoa;

Dst.. .

q,



IIIilPIRAII w : PERATURAN GUBERIII R IIUSA TEI{GGARA TIMITR
NOMOR : TAHUN 2013
TANGG}AL:

FORMAT ALAT BANTU MONITORING

kmbar KerJa - 12
Alat Bantu Monitorlng Penerapan Standar Pelayanan

Kutartal/ catur urulan/ semester ke'..... tatrun........

[,

No.
Komponen/Aspek/
Variabel/ Indikator

Standar
pelayanan

Pencapaian/
Realisasi

Kesenjangan antara
standar dan

DencaDaian

Masalah

1

Persyaratan teknis
maupun admini stratif
dalam pengurusan
pelayanan, termasuk
biava.

2
Efisiensi mekanisme,
prosedur dan waktu
pelavanan

3
Kesesuaian antara hasil
pelayanan dengan
produk pelayanan yang
ditentukan

4
Keberadaan sarana,
prasarana, fasilitas
dalam penyelengg.rraan
pelayanan

5

Kesesuaian antara
jumlah dan kompetensi
tenaga pelaksana
dengan proses
dan pekerjaan

6
Efelrtivitas sarana, tata
cara pelaksanaan dan
penanganan pengaduan

7
Pemberian jaminan dan
komitmen pelayanan
oleh penyelenggara
pelayanan

8
Evaluasi kine{a
dilaksanakan
berdasarkan penerapan
SP

9
Dasar hukum yang
memadai terhadap
penerapan Standar
Pelayanan

10
Pengemasan dan
Penyampaian Informasi
Standar pelayanan

T 
GUBERNUR NUSA *.""^:frrry" I;ry

f.ralrrlsLuBvR4r6,


